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ABSTRAK 

Murabahah adalah pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli yang 
banyak di terapkan dalam lembaga keuangan syari’ah sebagai salah satu 
perjanjian kredit. Untuk meminimalisir kerugian dalam prosesnya, maka di 
terapkan jaminan. Jaminan yang biasa di gunakan adalah jaminan fidusia yaitu 
berupa Bukti Pemilik Kendaraan bermotor ( BPKB ). BMT adalah salah satu 
lembaga keuangan Syari’ah yang menerapkan pembiayaan Murabahah dengan 
jaminan Fidusia ini. Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang debebani Fidusia 
wajib didaftarkan, terkait dengan tata cara dan biaya pendaftaran jaminan Fidusia 
di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara 
Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun 
dalam prakteknya peraturan tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini menjadi 
menarik untuk di teliti terkait penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan 
Murabahah di BMT. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana penerapan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan Murabahah di BMT 
BIF dan apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya serta 
penyelesainnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( Field Research ) yang 
bersifat Prespektif – Analisis yang berlokasi di BMT BIF Gedongkuning 
Yogyakarta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan 
kepala bagian pembiayaan dan kepala bagian oprasional BMT BIF Gedongkuning 
dan dokumentasi data – data di BMT BIF. Masalah yang ada dalam penelitian ini 
kemudian di analisis dengan pendekatan Yuridis – Normatif yang di dasarkan 
pada prinsip – prinsip hukum positif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penerapan jaminan 
Fidusia dalam pembiayaan Murabahah di BMT BIF Gedongkuning tidak berjalan 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan hususnya pada penerapan jaminan 
yang tidak didaftrakan ke kantor pendaftaran jaminan Fidusia melainkan hanya di 
legalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh BMT BIF. Legalisasi Notaris tersebut 
hanya untuk pembiayaan diatas Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ). Dalam 
proses eksekusi terhadap debitur atau anggota yang mengalami kredit macet, 
BMT BIF Gedongkuning menyerahkan sepenuhnya pada pihak Dealer yang 
menggunakan jasa Debt Collector yang menyita barang jaminan dengan cara baik 
– baik ataupun secara paksa tanpa surat putusan dari pengadilan atau dengan akta 
Jaminan Fidusia dari Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Masalah lain yang 
terjadi dalam proses pembiayaan di selesaikan dengan cara musyawarah untuk 
mufakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakan roda 

perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang 

kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan 

di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk 

berusaha namun terhambat pada kendala yang hanya memiliki sedikit dana 

bahkan ada pula yang sama sekali tidak memiliki dana. Untuk mempertemukan 

keduanya diperlukan lembaga intermediary yang akan bertindak selaku kreditur 

yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana1. Lembaga 

keuangan baik Syariah ataupun konvensional adalah salah satunya. Biasanya 

dalam menyalurkan dana, lembaga – lembaga keuangan menyertakan Jaminan 

sebagai perjanjian tambahan. Jaminan Fidusia adalah sarana yang mempunyai 

peran untuk menjamin kepentingan masing – masing pihak baik debitur dan 

kreditur. 

Secara historis lembaga Fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak 

zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan 

Fidusia Cum crediture, konstruksi hukum dimana barang-barang debitur 

diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai Jaminan 

hutang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan 

                                                           
1 Silvia Eny, “Perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Fidusia”, tesis,(progam studi 

kenotariatan undip,semarang,2007), hlm 13. 
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Fidusia Cum Amico, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai 

pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi tidak ada 

penyerahan hak milik atau Jaminan hutang sebagaimana dilakukan dalam 

pengikatan Fidusia saat ini.  Setelah Bierbrouwerij Arrest di negeri Belanda 

(Nederland), kemudian pada tahun 1932 barulah terdapat petunjuk bahwa di 

Indonesia juga mengikuti praktek di Belanda mengenai Fidusia. Yaitu dengan 

adanya keputusan Hoogerechtshof (HGH), tanggal 18 Agustus 1932, merupakan 

kasus yang dikenal dengan sebutan BPM Arrest.2 

 Putusan ini merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan Fidusia di 

Indonesia. Setelah itu Jaminan Fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman 

penjajahan Belanda sabagai suatu bentuk Jaminan yang lahir dari Yurisprudensi. 

Bentuk Jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam 

karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum, karena dapat saja debitur menjaminkan benda 

yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan 

penerima Fidusia. Tahun 1999 Indonesia telah mengatur Jaminan Fidusia dengan 

UU No. 42 tahun 1999 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 

1999. Dituangkannya Jaminan Fidusia dalam perundang - undangan dari segi 

hukum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat guna 

menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih konkrit. 

Istilah Fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu fiducie, sedangkan dalam 

bahasa inggris disebut fiduciary transfer of ownwrship, yang artinya kepercayaan. 

                                                           
2 Satrio,J, Hukum jaminan hak Kebendaan Fidusia,( Bandung : Citra Aditya, 2002). Hlm. 

5. 
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Di dalam berbagai literatur, Fidusia lazim di sebut dengan istilah eigindom 

overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia. Fidusia adalah : 

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang di 

adakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. “ 

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi 

Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa 

benda yang menjadi obyek tetap berada di tangan pemberi Fidusia.3 Hal ini 

memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi Kreditur dan Debitur. 

Pemberi Fidusia ( debitur ) masih dapat menggunakan benda atau obyek Fidusia 

dengan penuh sehingga tidak melemahkan potensi pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya. Sedangkan bagi pihak Kreditur 

mendapatkan kepastian hukum, yaitu kepastian untuk menerima pengembalian 

pokok kredit dari debitur. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan 

pokok kredit, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda Jaminan 

yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan. Inilah salah 

satu diantara banyak faktor yang membuat badan usaha atau lembaga baik bank 

maupun non bank dengan prinsip syariah maupun konvesional menggunakan 

Jaminan Fidusia dalam beberapa perjanjian kredit yang diterapkan. 

                                                           
3 HS, Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), hlm. 56. 
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Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga – lembaga keuangan yang 

berprinsip syaria’ah baik lembaga keuangan berupa bank atau nonbank, yang 

mempunyai peran dan oprasionalnya masing – masing. BMT merupakan salah 

satu lembaga keuangan mikro non bank. BMT adalah kelompok swadaya 

masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan 

usaha – usaha Produktif dan Investasi dengan sistem bagi hasil untuk 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha menengah dan bawah dalam upaya 

pengentasan kefakiran atau kemiskinan.4 Kegiatan bisnis BMT bertujuan 

membantu pengusaha kecil bawah dengan memberikan pembiayaan yang di 

gunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Berbeda 

dengan bank  konvesional maupun syari’ah yang mempunyai nasabah lebih 

banyak, tapi pembiayaan kredit bank tidak menjangkau pengusaha – pengusaha 

kecil bawah dan menengah yang sebenarnya lebih membutuhkan dana guna 

kelangsungan usahanya. Karena keterbatasan jangkauan dari Bank terhadap usaha 

lapisan bawah ini, banyak para Rentenir yang meminjamkan uangnya kepada 

pelaku usaha kalangan kecil dan menengah dengan bunga yang tinggi. Hal ini 

sangat jelas mendhzolimi orang-orang yang lemah secara Ekonomi. Kehadiran 

BMT (baitul maal wa tamwil) untuk menghilangkan para rentenir, yang sangat 

jelas menjerat kalangan usaha kecil dan menengah dengan jeratan hutang yang 

berbunga tinggi sekaligus sebagai penyedia dana bagi para pengusaha kecil karena 

BMT lahir dan di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.5  

                                                           
4 Saifuddin A, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil konsep dasar BMT, Republika Online. 
5 Awalil Risky, Fakta Dan Prospek BMT, (Yogyakarta :UCY Press, 2007) , hlm 3. 
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BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang oprasionalnya menggunakan 

prinsip Syari’ah dan bergerak dengan tujuan memberdayakan umat manusia. 

Istilah BMT merupakan gabungan dari istilah Baitul Mal dan Baitul tamwil . 

Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana  yang 

sifatnya sosial, yakni pengalangan zakat, infaq dan sodaqoh. Sedangkan Baitul 

Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan dana masyarakat berupa  pinjaman yang bersifat 

profit.6 Beberapa jenis usaha BMT dalam penyaluran dana antara lain Pembiayaan 

sewa barang (Al-Ijaroh), Pembiayaan modal kerja (Murabahah), Pembiayaan bagi 

hasil (Mudharabah), Pembiayaan kerjasama (Musyarakah), Pembiayaan investasi 

( Bai bi tsaman Ajil ), Pembiayaan kebijakan (Qhardul Hasan). 

Meskipun sampai saat ini belum ada undang – undang yang secara khusus 

mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan BMT. Namun 

demikian, para  praktisi BMT berpendapat bahwa telah ada landasan berkaitan 

dengan bentuk badan hukum BMT adalah koperasi. Hal ini mengacu pada surat 

keputusan menteri dalam negri republik Indonesia Direktorat Jendral 

Pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 

tentang Status Badan Hukum Lmbaga Keuangan Syari’ah. Selain mengacu pada 

ketentuan diatas, landasan hukum koperasi sebagi badan hukum bagi BMT, juga 

mengacu pada putusan Menteri Negara Koprasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 

2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Keuangan Syari’ah. 

                                                           
6 Muhammad, Lembaga- lembaga Keuangan Umat Kontemporer, ( Yogyakarta: UII 

Press,2000), hlm. 106. 
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Menurut Atjep Djazuli keputusan ini dapat menjadi payung hukum pengelolaan 

lembaga keuangan mikro syari’ah seperti BMT.7 

Hampir di setiap akad dalam pembiayaan yang di terapkan BMT selalu 

mempersyaratkan adanya barang Jaminan, hal ini penting selain untuk menjamin 

hak masing – masing pihak juga sebagai penjamin jika terjadi kredit macet bagi 

BMT. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi masalah antara lain benda yang 

menjadi obyek Jaminan musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap 

tahun akan menyusut. Musnahnya benda Jaminan dapat disebabkan karena terjadi 

pencurian, kebakaran, dan lain-lain.8 Selain itu banyak Jaminan yang tidak di 

daftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia , padahal pendaftaran Jaminan Fidusia 

sangat penting untuk memberikan hak yang di dahulukan ( Preferent ) terhadap 

penerima Fidusia terhadap Kreditur yang lain. Dalam pasal 11 Undang – Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda, baik 

yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang 

di bebani Jaminan Fidusia wajib di daftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor 

Pendaftaran Fidusia.9 Dan masih ada beberapa masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia khususnya di BMT. 

Adapun yang menjadi obyek penilitan ini adalah BMT Bina Ikhsanul Fikri 

(BMT BIF) Gedongkuning Yoogyakarta. BMT BIF adalah lembaga keuangan 

syari’ah yang mempunyai kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 

Penghimpunan dana  diperoleh dari simpanan para nasabah dan penyaluran dana 

                                                           
7 Atjep Djazuli, dkk, Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pembiayaan Syari’ah , ( Bandung: 

tnp., 2007). hlm. 88. 
8
 Ni Made Trisna, “ Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Barang”, Tesis, ( 

Pasca Sarjana Univ Udayana Denpasar Bali, 2011), hlm 7. 
9 Ibid., hlm 82. 



7 

 

di lakukan dalam bentuk pembiayaan yang di jalankan berdasarkan prinsip 

syari’ah. Salah satu pembiayaan yang ada adalah pembiayaan murabahah. Pada 

pembiayaan murabahah, anggota diwajibkan menyediakan Jaminan kepada pihak 

BMT untuk mengantisipasi jika terjadi kredit macet. Jaminan yang di terapkan di 

BMT BIF adalah Jaminan Fidusia. 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas dan penerapan Jaminan Fidusia di 

BMT BIF, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentan “ 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT   

( MUROBAHAH ) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT – BIF 

GEDONGKUNING YOGYAKARTA ” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan pokok 

permasalahan yang akan di uraikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit 

(Murabahah ) di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta? 

2. Bagaiman bila terjadi masalah pada penerapan Jaminan Fidusia dalam 

pelaksanaan kredit ( murabahah ) di BMT BIF Gedongkuning 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penilitian 

a. Untuk mengetahui implementasi Jaminan Fidusia dalam perjanjian 

kridit dengan Jaminan Fidusia di BMT BIF Gedong Kuning 

Yogyakarta. 
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b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala sehingga muncul 

permasalahan serta penyelesaiannya dalam pelaaksanaan perjanjian 

kridit dengan Jaminan Fidusia di BMT BIF Gedongkuning 

Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sekaligus menjadi bahan masukan bagi perkembangan hukum 

Jaminan, terutama terkait dengan Jaminan Fidusia. 

b. Untuk memperoleh data yang lengkapdalam rangka penyususnan 

penelitian hukum sebagai tugas ahiryang merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Tulisan atau  penelitian tentang Jaminan Fidusia memang sudah banyak di 

kalangan masyarakat, baik berupa karya ilmiah, tesis atu artikel di media 

massa. Dari sekian banyak tulisan yang di temukan penulis tentang Jaminan, 

belum ada yang membahas secara mendalam tentang implementasi Jaminan 

Fidusia di BMT atau lembaga keuangan mikro syari’ah yang berbadan hukum 

koprasi khususnya di daerah Yogyakarta. Ada pun karya ilmiah yang dapat di 

jadikan sebagai rujukan dan perbandingan bagi penyusun adalah sebagai 

berikut: 

Skripsi yang di tulis oleh Gunaryo, yang berjudul “Implementasi 

Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ikhsanul Fikri ( BMT BIF ) 
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Yogyakarta”, dalam skripsi ini lebih fokus terhadap pembiayaan musyarakah ( 

pembiayaan kerja sama ) dari segi akad, bagi hasil dan pertanggungjawaban 

terhadap kerugian yang ada sebagai obyek penelitiannya di tinjau dari hukum 

dan prinsip – prinsip islam. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan 

penyususn yang menjadikan pembiayaan murabahah dengan Jaminan Fidusia 

sebagai obyek penelitian di tinjau dari Undang – Undang 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia.10 

Kemudian Skripsi yang di tulis oleh Zahroni, yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharobah di 

BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta”. Dalam Skripsi ini 

pokok pembahasannya adalah mekanisme penerapan Jaminan pada 

pembiayaan Mudharobah ( pembiayaan bagi hasil ) di BMT BIF yang di 

tinjau dari prinsip – prinsip Syari’ah dan hukum Islam . Sedangkan penyusun 

dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah dengan 

Jaminan Fidusia sebagai obyek penelitian ditinjau dari Undang – Undang 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam praktek pelaksanaannya di BMT 

BIF Gedongkuning Yogyakarta.11 

Skripsi yang di tulis oleh Vergina Rose Rahmawati, yang berjudul 

“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta”. Dalam skripsi ini bertujuan 

                                                           
10 Gunaryo,  “Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ihsanul Fikri ( BMT 

BIF )  Yogyakarta”, Skripsi, ( Progam Studi Ekonomi Islam FIAI UII, Yogyakarta, 2010). 
11 Zahroni, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapa Jaminan Pada pembayaan 

Mudharobah Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta” ,Skripsi, ( Fakultas Syari’ah, 
UIN,Yogyakarta, 2008). 
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untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kridit dengan Jaminan Fidusia 

dalam prakteknya dimana yang menjadi obyek penelitiannya adalah BRI unit 

Gedong Kuning. Sedangkan  penyusun menjadikan BMT BIF sebagai obyek 

penelitiannya.12 

Tesis yang di tulis oleh Silvia Eny Kristiani, SH yang berjudul 

“Pelaksanaan Perjanjian Kridit Kerja Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Di Sleman yogyakarta”. Dalam 

tesis tersebut memaparkan tentang pelaksanaan Jaminan Fidusia pada BPR 

Bhakti Daya Ekonomi di Sleman. Pada hasil penelitian terungkap bahwa 

pelaksanaan Undang – Undang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya di jalankan 

dengan baik, terlihat dari tidak adanya alat pemaksa Fidusia bagi BPR Bhakti 

Daya Ekonomi selaku pihak yang berkedudukan lebih di utamakan ( Hak 

Preferent ). Tesis ini dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan 

skripsi ini.13 

Serta tesis yang di tulis oleh Sri Hartini, SH yang berjudul “Pelaksanaan 

Perjanjian Kridit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kantor Pusat BUKOPIN.tbk 

Jakarta”. Dalam tesis tersebut di kemukakan bahwa pada prakteknya 

pelaksanaan perjanjian kridit dengan Jaminan Fidusia pada kantor pusat 

Bukopin,tbk Jakarta terjadi hambatan pada proses eksekusi, dimana obyek 

Jaminan Fidusia telah hilang atau telah dikuasai orang lain, sehingga kantor 

                                                           
12 Vergiba Rose, “Pelaksanaan Perjanjian Kridit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank 

Rakyat Indonesia Unit Gedong Kuning Yogyakarta” , Skripsi,  (Progam  Studi Ilmu Hukum , 
UII,Yogyakarta,2011). 

13 Silvia Eny Kristiani, SH, “ Pelaksanaan Perjanjian KRidit Kerja Dengan Jaminan 
Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya ekonomi Di Sleman Yohyakarta”, Tesis, ( 
Progam Studi magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2007). 
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balai lelang dalam hal ini tidak dapat melakukan penjualan lelang obyek 

Fidusia. Tesis ini juga di jadikan sebagai acuan dan referensi dalam penulisan 

skripsi ini bagi penyusun.14  

E. Kerangka Teoritik 

Untuk memeliti pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia ada 

beberapa teori yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini antara lain : 

1.  Teori Perjanjian 

Dalam pengertian sederhana, perjanjian adalah kesepakatan antara kedua 

orang atau lebih tentang suatu hal, baik di buat secara tertulis atau lisan yang 

kemudian para pihak yang membuat perjanjian mempunyai hak dan kewajiban 

terhadap pihak yang lainnya.15 Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang 

menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”Perjanjian dapat 

dibuat secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis yang berupa suatu akta. 

Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya digunakan untuk kepentingan 

pembuktian, misalnya perjanjian pertanggungan.  

Menurut Prof. Subekti. R, SH  Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu 

perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut 

                                                           
14 Sri Hartini,Sh, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Kantor 

Pusat BUKOPIN,tbk Jakarta”, Tesis, ( Progam Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 
2008). 

15 Yuniman Rijan, Cara Mudah Membuat Perjanjian, ( Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 
hlm 3. 
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menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya.16 Dengan 

adanya perjanjian muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini 

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing – masing pihak yang membuat 

perjanjian atau perjanjian akan berlaku sebagai undang – undang bagi para 

pembuatnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. 

a. Asas – asas  Perjanjian 

Dalam perjanjian, penting diketahui adanya asas – asas yang harus selalu di 

jadikan dasar dalam membuat perjanjian, antara lain:17 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini 

disebut asas kebebasan berkontrak atau terbuka. Artinya ada kebebasan 

seluas – luasnya yang di berikan oleh Undang – Undang kepada masyarakat 

untuk mengadakann perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan agar perjanjian 

tidak bertentangan dengan Undang – Undang , ketertiban umum dan 

kesusilaan antara lain kebebasan dengan siapa ingin membuat suatu 

perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi atau klausula, obyek atau bentuk 

dalam suatu perjanjian yang dibuat. 

2) Asas Konsensualitas 

Asas ini mempunyai arti perjanjian sudah dilahirkan sejak tercapainya 

kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah jika sudah tercapai 

kesepakatan mengenai hal – hal pokok tentang apa yang di perjanjikan. 
                                                           

16 Subekti, R, Hukum Perjanjian, ( Jakarta  : PT. Intermasa, 1979 ), hlm 1. 
17

 Yunirman Rijan, Cara Mudah Membuat Perjanjian. ( Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009  
), hlm 7.  
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Bentuk konsensualitas terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut 

oleh para pihak, karena tanda tangan berfungsi sebagai bukti persetujuan atas 

tempat, waktu, dan isi perjanjian.18 

3) Asas Itikad Baik 

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus 

melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan 

bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya dalam 

pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mementingkan substansi 

perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan 

yang baik dari masing – masing pihak.  

4) Asas Kepastian Hukum 

Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang 

membuatnya. Dalam pelaksanaannya, kerap terjadi pelanggaran ( Wanprestasi 

). Asas ini menghendaki adanya Jaminan dilaksanakannya perjanjian baik 

melalui penengah atau pengadilan. Hukum akan memberikan sanksi terhadap 

pihak yang melakukan pelanggaran dan cidera janji ( Wanprestasi ). 

5) Asas Personalitas 

Asas ini sering disebut juga dengan asas kepribadian, adalah asas yang 

menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu 

perjanjian adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Terkait dengan asas 

ini diatur dalam Pasal 1315 ,”Pada umumnya tak seorang pun dapat 

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji 

                                                           
18 Sri Hartini, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Fidusia Di Bank Bukopin”, 

Tesis, (Progam Studi Megister Kenotariatan  Undip Semarang, 2008), hlm. 17.  
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dari pada untuk dirinya sendiri.” Hal ini berarti , perjanjian yang dibuat para 

pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, kecuali  Seseorang dapat 

mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga, dengan suatu syarat yang 

ditentukan seperti yang di maksud dengan Pasal 1317 KUH Perdata.19 

b. Syarat Sah Perjanjian 

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa , untuk sahnya suatu perjanjain 

harus menemukan empat syarat sebagai berikut : 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang membuat 

perjanjian telah menyetujui atau meyepakati mengenai hal yang di 

perjanjiakan. 

2) Kecakapan untukmembuat perikatan, artinya para pihak yang membuat 

perjanjian, menurut hukum telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. 

3) Suatu hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjiakan harus jelas dan pasti. 

4) Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian yang dibuat tidak melanggar 

ketentuan Undang – Undang , ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subyek atau para pihak dalam 

perjanjian sehingga disebut dengan syarat subyektif. Sementara itu, syarat yang 

ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif  karena terkait dengan obyek 

perjanjiannya. 

Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak dipenuhi, perjanjian dapat 

dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, atau pihak lain yang 

merasa dirugikan. Sementara itu, jika syarat ketiga atau empat tidak dapat 
                                                           

19 Silvia Eny Kristiani, “ Pelaksanaan Perjanjian KRidit Kerja Dengan Jaminan Fidusia 
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya ekonomi Di Sleman Yohyakarta”, Tesis ( Progam 
Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2007).hlm. 13. 
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dipenuhi, perjanjian yang di buat para pihak batal demi hukum. Hal ini berrati 

bahwa dari awal dianggap tidak pernah ada perjanjian dan perikatan. Dengan kata 

lain tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan 

suatu perikatan hukum adalah gagal. 

2. Murabahah  

a. Pengertian Murabahah 

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa arab rabaha, yurobihu, 

murabahan yang artinya keuntungan. Menurut para ahli hukum islam, pengertian 

Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok di tambah keuntungan yang 

diketahui. Dalam beberapa kitab fiqih, murabahah merupakan salah satu dari 

bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli ini berbeda dengan jual 

beli tawarmenawar (musawwamah).20 Jenis transaksi ini, penjual memberitahukan 

kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang 

tersebut.21  

Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian 

jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank – bank dan lembaga – 

lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan kredit modal kerja, dan pembiayaan 

perdagangan para nasabah.22 Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli 

berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang di ketahui oleh 

pembeli dan keuntungan penjual pun di beritahukan kepada pembeli, sedangkan 

                                                           
20 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syari’ah, ( Yogyakrta: UII Perss ), hlm. 26. 
21 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 

Keuangan Syari’ah, (Jakarta : sinar Grafika), hlm 108. 
22 Muhammad, Manajemen Pembiayaan bank Syari’ah, ( Yogyakarta: UPP YKPN ), hlm 

120. 
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muwawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli 

dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah akad 

perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana pihak bank atau BMT 

membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan 

menjual kembali kepada nasabah di tambah dengan keuntungan yang di sepakati. 

Pembayaran nasabah dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.23 

b. Rukun Murabahah 

Rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu 

adanya penjual ( al-bai ), pembeli ( al- musytri ), barang yang  dibeli ( al- mabi ), 

harga ( al- tsaman ), dan shighat ( Ijab Qobul ).24 

3. Jaminan Fidusia 

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu Fiducie sedangkan dalam 

bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer Of Ownership, yang artinya 

kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, Fidusia lazim di sebut dengan Eigendom 

Overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di 

dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia kita jumpai pengertian Fidusia. Fidusia adalah : 

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” 

                                                           
23 Mohammad Hoessein, Aplikasi Akad dalam Oprasional Perbankan Syari’ah, dalam 

Ekonomi Syari’ah, ( Jakarta : Pusdiklat MA RI, 2006, ), hlm. 182. 
24 Ibid, hlm 111. 
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Pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan pemindahan hak kepemilikan 

dari pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan, dengan 

syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi 

Fidusia.25 

Dari penegertian di atas , dapat kita ketahui unsur – unsur Fidusia itu, 

antara lain yaitu: 

a. Adanya hak Jaminan, 

b. Adanya Obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani 

hak tanggungan, 

c. Benda menjadi obyek Jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi 

Fidusia, 

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. 

Dengan demikian , dalam Fidusia telah terjadi penyerahhan dan 

pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang di lakukan atas dasar 

kepercayaan ( Fiduciair ). Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas 

kebendaan Jaminan Fidusia, tidak berarti bahwa Kreditor penerima dari Jaminan 

Fidusia akan betul – betul menjadi pemilik kebendaan yang di jaminkan dengan 

Fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur penerima Fidusia, maka dia 

mempunyai hak untuk menjual kebendaan Fidusia yang dijaminkan kepadanya, 

atau seolah – olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan Jaminan 

Fidusia dimaksud, dengan syarat debitur ( pemberi Fidusia ) melakukan 
                                                           

25
 HS, Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), hlm. 55.  
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Wanprestasi. Dengan kata lain selama debitur pemberi Fidusia belum melunasi 

utangnya, maka selama itu pula Kreditur penerima Fidusia mempunyai hak untuk 

menjual kebendaan Fidusia yang di jaminakan kepadanya. Artinya, bila utang 

debitur pemberi Fidusia lunas, maka kebendaan Fidusia yang di jaminkan 

kepadanya tersebut  akan diserahkan kembali kepadanya oleh Kreditur penerima 

Fidusia.26 

a. Dasar Hukum Jaminan Fidusia 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangat besar yang terus 

meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya 

ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur menegenai lembaga 

Jaminan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah salah 

satu lembaga Jaminan yang masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum 

diatur dalam perundang- undangan secara lengkap dan komprehensif. Selain itu 

juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan 

nasional dan memberikan kepastian hukum sebagi perlindungan hukum bagi para 

pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap 

mengenai Jaminan Fidusia  dan Jaminan tersebut perlu untuk didaftarkan di 

kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Atas beberapa dasar ini, maka pemerintah 

pada tanggal 30 September 1999 telah sahkan suatu Undang – Undang yang 

mengatur tentang hukum Jaminan, yaitu UU no 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia (UUJF).27  

                                                           
26 Usman, Rachmadi, Hukum Kebendaan , ( Jakarta: Sinar Grafika , 2011), hlm.284. 
27 Satrio,J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: Citra aditya 

Bakti, 2002), hlm.1. 
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Undang – Undang No. 42 tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal, yang 

meliputi : 

1. Ketentuan Umum ( Pasal 1 ) 

Dalam pasal ini diatur tentang pengertian Fidusia, Jaminan Fidusia, 

piutang, benda, pemberi Fidusia, penerima Fidusia, utang, kreditur, 

debitur dan orang. 

2. Ruang Lingkup ( Pasal 2 sampai Pasal 3 ) 

Undang – Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang brtujuan 

untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Undang – Undang No. 

42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap : 

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan perundang – undangan yang berlaku 

menentukan Jaminan atas benda tersebut wajib didaftar,  

b. Hipotik atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 

m3 atau lebih, 

c. Hipotik atas pesawat tebang,  

d. Gadai ( Pasal 3 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia ). 

3. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia  ( 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 26 ). 

4. Hak mendahului ( Pasal 27 sampai dengan pasal 28 ). 

5. Eksekusi Jaminan Fidusia ( Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 ). 

6. Ketentuan pidanan 9 Pasal 35 sampai denggan pasal 36 ). 
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7. Ketentuan Peralihan ( Pasal 37 sampai dengan 38 ). 

8. Ketentuan penutup ( Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 ). 

 

Pada ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada pemerintah supaya 

dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat Provensi. Jangka waktunya 

paling lambat 1 tahun setelah Undang – Undang ini di tetapkan. Berdasarkan 

keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor 

Pendaftaran Fidusiadi setiap Ibukota Provensi di wilayah Negara Republik 

Indonesia tertanggal 30 Seotember 2000, telah  di tentukan bahwa Kantor 

Pendaftaran Fidusia di Ibukota Provensi berada di Kantor Wilayah 

DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja kantor 

Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja kantor wilayah Departemen 

kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

b. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia 

 Sesudah berlakunya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, maka Obyek Jaminan Fidusia di berikan pengertian yang luas 

berdasarkan Undang – Undang ini, Obyek Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 

macam, yaitu : 

1) Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, 

2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak di bebani Hak 

Tanggungan. 

 Bangunan yang tidak di bebani Hak Tanggungan di sini kaitannya dengan 

bangunan Rumah Susun, sebagaimana yang di atur dalam Undang – Undang 
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Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subyek dari Jaminan Fidusia adalah 

pemberi dan penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau 

korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, sedangkan 

penerima Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai 

piutang yang pembayaranya dijamin dengan Jaminan Fidusia. 

 

4. Ruang Lingkup BMT 

Pengertian BMT bisa dilihat dari kata baitul maal dan baitul tamwiil, yaitu:  

a. Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil adalah Pengembangan Harta) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan  

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. 

b. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq 

dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya. 

Pengertian BMT diatas menegaskan bahwa BMT mempunyai dua jenis 

kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul Tamwil mengembangkan 

kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

ekonomi para pengusaha kecil- menengah dengan mendorong kegiatan usaha 

menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah. 
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Sementara baitul maal menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta 

menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.28  

Peran BMT di Indonesia dalam memperdayakan kalangan ekonomi mikro 

cukup signifikan. Walaupun Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan 

ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk 

menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan 

melakukan hal-hal berikut:  

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam 

progam pengentasan kemiskinan. 

2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaaan dan 

peningkatan kesejahteraan umat. 

3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota 

dengan prinsip syari’ah. 

4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung. 

5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus 

memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya. 

6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola 

perekonomian Islam. 

7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. 

8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan 

pertumbuhan ekonominasional. 

                                                           
28 Ahmad Syaiful Anam, “ Implementasi Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan MIkro 

Syari’ah”, Jurnal, ( studi Kasus di BMT kota Semarang ).hlm 6. 
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 BMT dalam melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa 

simpanan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut: 29 

1. Simpanan mudharabah biasa 

2. Simpanan mudharabah haji 

3. Simpanan mudharabah umrah 

4. Simpanan mudharabah qurban 

5. Simpanan mudharabah idul fitri 

6. Simpanan mudharabah walimahan 

7. Simpanan mudharabah aqiqah 

8. Simpanan mudharabah perumahan 

Sedangkan BMT dalam usaha menyalurkan dana kepada masyarakat berupa 

pembiayaan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut: 

1. Pembiayaan sewa barang (Al-Ijaroh) 

2. Pembiayaan modal kerja  (Murabahah) 

3. Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) 

4. Pembiayaan kerjasama (Musyarakah) 

5. Pembiayaan investasi (Bai bi tsaman Ajil) 

6. Pembiayaan kebijakan (Qhardul Hasan) 

Teori – teori tentang BMT sedikit menjadi kendala bagi penyusun, di 

karenakan masih sedikitnya literatur atau sumber yang membahas tentang BMT di 

                                                           
29 Ibid, hlm.9. 
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indonesia untuk di jadikan referensi. Hal ini penting untuk membantu penyusun 

dalam mendapatkan data yang benar mengenai aspek – aspek hukum BMT, 

hubungan hukum antara nasabah dengan BMT, prinsip- prinsip Transaksi BMT, 

dan bentuk badan hukum bagi BMT, khususnya BMT Gedongkuning Yogyakarta.  

Terkait mengenai bentuk badan hukum bagi BMT, hingga saat ini belum 

ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Namun demikian para praktisi 

hukum dan BMT berpendapat telah ada landasan hukum yang menentukan 

koprasi sebagai bentuk badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negara Rebuplik Indonesia Direktorat Jendral 

Pembangunan Daerah (Bamngda), tanggal 14 april 1997 Nomor 538/pkk/IV/1997 

tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syari’ah. Kejelasan 

tentang bentuk badan hukum suatu lembaga di anggap penting karena berkaitan 

dengan pengakuan kualitas dan identitas menurut hukum positif di dalam suatu 

Negara. 30 

Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dari pihak yang 

mempunyai kelebihan dana ( Surplus of fund ) dengan pihak yang kekurangan 

dana ( lack of fund ) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara 

keuangan masyarakat. Dari pengertian yang luas ini, maka lembaga keuangan 

dengan sendirinya mempunyai perbedaan, fungsi, dan kelembagaannya. 

                                                           
30 Neni Sri Imaniyati,  Aspek – aspek Hukum BMT, ( Bandung:Citra Aditya bakti, 2010), 

hlm.103. 
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Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, di tegaskan bahwa perekonomian disusun sebagi usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan 

prinsip Koperasi, karena itu Koprasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam 

menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang 

– seorang. 

Dalam rangka mewujudkan misinya, koperasi tak henti – hentinya 

berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat 

dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, koperasi berusaha 

berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan ekonomi nasional yang 

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal 

tersebut, keseluruhan kegiatan koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai 

yang terkandung dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta nilai dan prinsip koperasi.31 

 

 

 
                                                           

31
 Redaksi Sinar Grafika, Penjelasan  Atas Undang – Undang republik Indonesiia Nomor 

17 Tahun 2012 tentang Perkoprasian, (Jakarta: Sinar Grafika ), hlm 75. 
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5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penyususnan skripsi ini 

adalah sebagi berikut : 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( Field Research ). 

Dapat pula di sebut dengan penelitian Empiris, yaitu penelitian yang data dan 

informasinya di peroleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Adapun 

tempat penelitian ini mengambil tempat di BMT BIF Gedongkuning 

Yogyakarta dengan model pengumpulan data dan wawancara pada pihak 

BMT BIF yang bersangkutan.  

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan penyususn adalah preskriptif-analisis 

yaitu menilai atau meneliti pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian 

kredit modal di BMT BIF gedongkuning Yogyakarta, kemudioan 

menganalisis dengan prespektif hukum Jaminan Fidusia dan di simpulkan. 

3. Teknik Pengambilan sempel 

Obyek dari penelitian ini adalah BMT BIF Gedoongkuning Yogyakarta. 

Metode sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random, yaitu 

tidak menjadikan semua anggota ( nasabah ) sebagai sempel penelitian, tetapi 

beberapa anggota yang di anggap bisa mewakili anggota yang lain. Teknik 
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ini di gunakan untuk mendapatkan dan menjaring sebanyak mungkin 

informasi dari para anggota yang di butuhkan dalam penyususnan skripsi ini. 

4. Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai, maka penyususn menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik untuk 

mengumpulkan data, teknik tesebut adalah : 

a. Wawancara  

 Metode wawancara yang di gunakan yaitu, wawancara secara langsung 

sebagi upaya untuk mendapatkan informasi dan data yang di butuhkan dengan 

mewawancarai berbagai pihak yang di anggap mempunyai informasi terhadap 

data yang di perlukan penyususn dalam penulisan skripsi ini. Misalnya anggota 

dan pihak BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta. 

b. Observasi 

 Yaitu pengamatan serta pencatatan sistematis untuk mendapatkan data. 

Dalam hal ini, penyususn melakukan pengamatan terhadap semua proses dalam 

pelaksanaan penerapan Jaminan Fidusia pada perjanjian kredit   ( Murabahah ) di 

BMT BIF gedongkuning Yogyakarta.  
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c. Dokumentasi  

 Dokumentasi atau studi dokumentasi adalah studi terhadap dokumen – 

dokumen serta arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal 

ini semua arsip dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit ( Murabahah )   

dengan Jaminan Fidusia di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang di gunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis-normative, yaitu denggan melihat apakah pelaksanaan 

perjanjian kredit ( Murabahah )   dengan Jaminan Fidusia yang di terapkan oleh 

BMT BIF Gedong kuning Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang 

– undangan , khususnya undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia.  

6. Analisis Data 

Analisis data yang di gunakan penyususn dalam penulisan skripsi ini 

adalah analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif yaitu data 

yang tidak berupa angka – angka, dengan menggunakan pola deskriptif analisis. 

Guna menilai pelaksanaan perjanjian kredit   denggan Jaminan Fidusia yaitu 

pembiayaan Murabahah yang di terapkan BMT BIF Gedongkuning apakah 

sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait. 
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6. Sistematika pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, disusun sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

Bab pertama: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teoritis guna menganalisis permasalahan 

yang akan di teliti oleh penyusun dalam penelitian ini. Antara lain mengenai 

perjanjian, konsep murobahah, ruang lingkup BMT dan kajian tentang Jaminan 

Fidusia.  

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri 

gedongkunig Yogyakarta mengenai letak geografis, visi dan misi, organisasi dan 

kepengurusan serta mekanisme penerapan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan 

murabahah di BMT BIF gedongkuning Yogyakarta.  

Bab keempat, merupakan analisis dari segi hukum yang terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia ( Murobahhah ) di BMT 

BIF Gedongkuning Yogyakarta antara lain bentuk perjanjiannya, obyek dan 

subyek perjanjian, pendaftaran Jaminan Fidusia dan eksekusi Jaminan Fidusia. 

Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

di ikuti dengan peraturan perundang – undangan yang terkait.  

Bab kelima , merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan 

kesimpulan dan saran yang akan diuraikan oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT BIF Gedongkuning dan 

menganalisis pelaksanaan pembiayaan Murabahah yang menggunakan Jaminan 

Fidusia serta penyelesaian masalah yang terjadi , maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit ( Murabahah )  

Pada pembiayaan Murabahah, jenis akad atau perjanjiannya adalah 

perjanjian baku, dimana pihak BMT BIF sudah menyiapkan dan membuat 

perjanjian tersebut, anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan hanya 

punya dua pilihan “take or leave it” ( ambil atau tinggalkan ).  

Obyek Jaminan Fidusia dalam pembiayaan Murabahah yang dilakukan 

oleh BMT BIF Gedongkuning adalah benda bergerak, yaitu berupa Bukti Pemilik 

Kendaraan Bermotor ( BPKB ). Sedangkan Subyek dari Jaminan Fidusia dalam 

pembiayaan tersebut adalah anggota yang melakukan permohonan pembiayaan 

sebagai pihak pemberi Fidusia dan BMT BIF Gedongkuning sebagai penerima 

Jaminan Fidusia. 

Pembiayaan dengan nominal yang menggunakan Jaminan Fidusia diatas 

Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) saja yang di buatkan akta pendaftaran 

Jaminan Fidusia oleh Notaris tanpa di daftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia, 
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sedangkan pembiayaan dengan nominal dibawah Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta 

rupiah ) hanya menggunakan akta bawah tangan saja. Dengan demikian akibat 

hukumnya, BMT BIF hanya berkedudukan sebagai kreditur Konkurent bukan 

kreditur Preferent ( yang di utamakan jika debitur atau anggota melakukan 

wanprestasi ). Selain itu BMT BIF tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial untuk 

mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen. 

2. Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan 

Murabahah dengan Jaminan Fidusia 

Penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet dan hilangnya barang yang 

dijadikan Jaminan adalah musyawarah untuk mufakat, akan tetapi jika 

musyawarah tidak menemukan kata mufakat maka Langkah yang paling terahir 

yang dilakukan oleh BMT BIF terhadap anggota yang kredit atau angsurannya 

bermasalah adalah mengeksekusi barang yang dijadikan Jaminan melalui Debt 

Collector yang menjadi tanggung jawab pihak dealer. 

Begitu juga jika barang yang menjadi Jaminan dalam pembiayaan 

Murabahah atau obyek Jaminannya hilang atau sudah tidak dalam penguasaan 

pihak II ( Anggota ) maka hal itu menjadi tanggung jawab dealer tempat dimana 

kendaraan di beli. Dalam hal ini kembali peran Debt Collector di gunakan untuk 

mencari dan mengambil obyek Jaminan dengan paksa maupun dengan cara baik 

– baik. Hal ini melanggar peraturan perundang – undangan dalam pasal 368 

KUHPidana. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, penyusun dapat 

memberikan syarat sebagai berikut : 

1. Bagi BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta 

a. Membentuk tim legal ( staff legal ) guna memberikan saran atau masukan 

tentang masalah masalah hukum, peraturan , reputasi dan hal – hal terkait 

untuk memastikan kepentingan BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta 

aman. Dan untuk membantu BMT BIF Gedongkuning membuat keputusan 

mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hukum untuk meminimalisir 

resiko atau akibat hukum. 

b. Mendaftarkan Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran Fidusia guna 

meminimalisir berbagai resiko yang muncul. Biaya gugatan ke pengadilan 

akan lebih mahal dari pada biaya pengurusan pendaftaran Jaminan Fidusia 

ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia, jika sewaktu – waktu terjadi 

sengketa atau masalah. 

2. Bagi Anggota BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta 

a. Bagi para anggota yang pembiayaannya bermasalah , jangan takut untuk 

melaporkan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan Debt Collector 

ke kantor kepolisian Republik Indonesia terdekat. 

b. Lebih teliti dalam membaca kontrak atau perjanjian yang ditawarkan 

sebelum menandatanganinya. Baca dengan teliti dan tanyakan pada pihak 

BMT jika kurang mengerti maksud dari isi perjanjian. 
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c. Menjaga barang yang dijadikan obyek Jaminan, khususnya dalam 

pembiayaan Murabahah. Dalam hal ini, obyek Jaminan jangan sampai 

hilang atau musnah. 

d. Mintalah kejelasan garansi kendaraan bermotor pada pihak dealer ataupun 

BMT BIF Gedongkuning. Garansi penting untuk mencegah terjadinya 

sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

3. Bagi Pemerintah 

a. Membuat aturan yang jelas mengenai penetapan badan hukum BMT, 

sehingga bisa dijadikan rujukan atau dasar hukum yang jelas pula bagi 

BMT. 

b. Mensosialisasikan kepada lembaga – lembaga keuangan Syari’ah 

khususnya BMT akan pentingnya Pendaftaran Jaminan Fidusia ke kantor 

pendaftaran Fidusia. 
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Pedoman Wawancara Di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta 

1. Produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT BIF Gedongkuning? 

2. Bagaimana cara atau prosuder untuk mendapatkan pembiayaan Murabahah? 

3. Bagaimana Prosuder pembiayaan Murabahah setelah dilakukan survey? 

4. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan Murabahah? 

5. Apa saja Jaminan yang sering digunakan, khususnya dalam pembiayaan 

Murabahah? 

6. Apa bentuk legalisasi jaminan yang di terapkan? 

7. Apakah jaminan fidusia yang diterapkan didaftarkan ke kantor pendaftaran 

jaminan Fidusia?kenapa? 

8. Masalah – masalah apa saja yang sering terjadi dalam proses pembiayaannya, 

khususnya pada pembiayaan Murabahah? 

9. Bagaimana penyelesaiannya? 

10. Bagaimana Prosuder eksekusi yang dijalankan oleh BMT BIF Gedongkuning? 



 

 

Pedoman Wawancara Di Aura Jaya Motor Berbah Yogyakarta 

1. Apa benar ada kerjasama antara Aura Jaya Motor dengan BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta? 

2. Apa kedudukan Aura Jaya Motor dalam kerjasama tersebut? 

3. Bagaimana Prosudernya? 

4. Masalah apa yang sering terjadi dalam prosesnya? 

5. Bagaimana cara penyelesaiannya? 

6. Apa peran Aura Jaya Motor dalam proses Penyelesaian tersebut? 
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